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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa kewajiban Pemerintah Kota Bandung menjamin iklim inventasi yang
kondusif, memberikan kepastian hukum, melidungi kepentingan umum, dan
memelihara lingkungan hidup;

b. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan,
pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan
kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;

c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi
perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam
penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang
mendukungnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang
Penyelenggaraan Perizinan;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembnetukan Daerah-daerah

Kota Besar Dalam Lingkuan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844;

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tantang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indinesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun
2008 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-
2013;

Dengan ...
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD.

Walikota adalah Walikota Bandung.

Perangkat Daerah Kota Bandung adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan.

Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada
seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan
dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Peizinan adalah fungsi dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan
dalam penerbitan izin.

Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana
dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses
peradilan maupun diluar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat
kepatuhan terhadap hukum.

Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi
kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap
persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

10. Sanksi ...
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Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum
administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan
hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar
ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau
peraturan perundang-undangan.
Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah
Walikota beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat
pendelegasian wewenang.
Aparat penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat
dan pegawai didalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
perizinan.
BABII
AZAS DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan prizinan diselenggrakan berdasarkan asas :

ISE

/e o

= @ oo

kepastian hukum;
keterbukaan;
partisipasi masyarakat;
akuntabilitas;
kepentingan umum;
profesionalisme;
kesamaan hak, dan

keseimbangan hak dan kewajiban.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

(1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib

dan urusan Pemerintahan Kota Bandung.

(2) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan maliputi :

a. penataan perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan,

penyederhanaan dan pelimpahan perizinan;

b. pegelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan katagori;

c. prosedur perizinan;
d. penyelenggara perizinan;
e. standar pelayanan perizinan;

f. peran ...
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f. peran serta masyarakat; dan

g. penegakan hukum.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 4
Penyelenggara perizinan bertujuan untuk :
memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;

a.
b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat.

e

mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;

&

menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik berdasarkan

kualifikasi dan katagori;

e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah
terhadap kebijakan perizinan; dan

f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi

dalam penyelenggaraan perizinan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5
Sasaran penyelenggaraan perizinan yaitu :
a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
b. berkurangnya konflik dan sengketa hukum;
c. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan
d. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara satuan kerja perangkat

daerah dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB IV
FUNSI PERIZINAN
Pasal 6
Izin yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai :
a. instrumen pemerintah;
b. yuridis preventif;

c. pengendalian;

o

koordinasi;

pengawasan publik; dan

jar]

pendapatan asli daerah.

Pasal ...
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